
 

 

 

 
 

WALIKOTA SEMARANG 

 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

    NOMOR 3 TAHUN  2022 kcn 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  

NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN 

KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN 

DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  

DI KOTA SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 varian Omicron, 

maka perlu meningkatkan penegakan disiplin melalui 

penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan pemberian sanksi 

tegas; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 

Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di 

Kota Semarang perlu ditinjau kembali; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam 

Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,  

Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273);  

 
 



 
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 6573); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan  Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976  

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah  

Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, 

Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan 

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 89); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4828); 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4829); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6487); 

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2018 Nomor 34); 

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di 

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang  

Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 48); 

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 

2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 114)  sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Deseases 2019 (COVID-19); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  

Nomor 1781); 

 
 
 
 
 
 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  NOMOR 49 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN 

MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN 

DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  

(COVID-19)  DI KOTA SEMARANG. 
 

 
Pasal I 

Ketentuan dalam ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni 

huruf i dan ayat (4) Pasal 6 Peraturan Walikota Semarang  

Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran 

dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di 

Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021  

Nomor 49), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 6 

(1) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat bagi 
perorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 

huruf a wajib: 
a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

melalui cuci tangan dengan sabun dan air mengalir 

atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (hand 

sanitizer) setelah melakukan aktifitas sehari-hari; 

b. menggunakan masker dengan benar (menutupi hidung 

dan mulut hingga dagu) di dalam/luar rumah/ruangan 

atau saat berinteraksi dengan orang lain yang tidak 

diketahui status kesehatannya; dan 

 
 
 

 

 
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status 

Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit 

akibat Virus Corona di Indonesia; 

19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan 

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia; 

20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang 

(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 49); 

   
 



 
 
 

c. melaksanakan pembatasan sosial (social distancing) dan 

pembatasan fisik (physical distancing). 

d. mengurangi aktivitas dan mobilitas berpergian ke luar 

daerah. 

(2) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat bagi 
pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab 

tempat dan fasilitas umum, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib: 

a.  melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan 

berbagai media informasi untuk memberikan 

pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019  
(COVID-19); 

b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang 

mudah diakses dan memenuhi standart atau 
penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 

c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan 

pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan 
beraktivitas di lingkungan kerja; 

d. melaksanakan pembatasan sosial (social distancing) dan 

pembatasan fisik (physical distancing); 

e. melakukan pembersihan dan desinfektan lingkungan 
secara berkala; 

f. meningkatkan kedisiplinan pada prilaku masyarakat 

yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19);  

g. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus 

untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19);  

h. memberlakukan jam operasional sesuai dengan kriteria 

sektor critical, sektor esensial dan sektor non esensial 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan 

i. melakukan skrining dengan menggunakan aplikasi 

Peduli Lindungi. 

(3) Setiap pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat yang dilakukan oleh perorangan, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi: 
a. teguran lisan;  

b. perintah berupa keharusan membeli masker; 

c. perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan; 

d. penyitaan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik); dan/atau 

e. kerja sosial berupa menyapu atau membersihkan ruas 

jalan dari sampah selama 15 (lima belas) menit atau 

sepanjang 100 (seratus) meter.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(4) Setiap pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat yang dilakukan oleh pelaku 

usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat 
dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikenai sanksi berupa: 

a. teguran lisan;  
b. teguran tertulis;  

c. penghentian kegiatan;  

d. penutupan tempat usaha; dan/atau 

e. pencabutan izin usaha. 

 
 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 17 Januari 2022 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

  ttd 

 

   HENDRAR PRIHADI 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 17 Januari 2022  

SEKRETARIS DAERAH  

KOTA SEMARANG, 

 

   ttd 
 

ISWAR AMINUDDIN 

 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN  2022 NOMOR 3 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG 
 

 
 

Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si 
Pembina Tingkat I 

NIP.196503111986021004 
 


